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NOM OR : / r q /MENKES/SKI pr /2004 . . . 

TENTANG 
I.JIN PBF PT. PATMASARI FARMA 

:VIENTERI KESEHA TAN REPUBLIK INDONESIA 

a. Surat permohonan PT. PATMASARI FARMA, Nomor 
04/ Adm/VI/003 tanggai 18 J uni 2003 untuk memperoieh Ij in 
Usaha Pedagang Besar Farmasi; 

b. Berita Acara Pemeriksaan Baiai Besar/Baiai POM di Bandung 
tanggal I 7 Juii 2003; 

c. Laporan Hasil Pemeriksaan PBF. PT. P A TMASARI F ARMA, 
dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat Nomor 442110518-
WAS tanggai I I Agustus 2003. 

Menimbang Bahwa permohonan PT. PA TMASARI F ARMA terse but clapat 
clisetujui , oleh karena itu menganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha 
Pec!agang Besar f-armasi. 

Mcngingat I . Unc!ang-Unclang Obat Keras ( ST.1937 No. 54 I); 
2. Unc!ang-Unc!ang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Tahun 1992 No. I 00, Tambahan Lembaran Negara No. 
3495); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropi ka 
(Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nom or 10, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3671); 

4. Unclang-undang No. 22 Tahun 1997 tcntang Narkotika (Lembaran 
Negara Rl Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
R.I Tahun 1997 Nomor 3698); 

5. Undang-unclang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 383SI); 

6. Pcraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nor;1or 49, 
Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 3637); 

7. Pcraturan Pemcrintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan 
Sediaan Farmasi dan ;\!at Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 
1998 Nomor 138); 

~. Peraturan J>cmerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebag::ti Daerah Otonomi 
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952); 

9. Pcraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
9 I S/M enkes/Per/X/1 <)<)3 tcntang Pedagang lksar Farmasi jo 
l<eputusan Mcntcri Kcsehatan Rcpubli!~ Indon esia No 
I 19 1 / lv1 1·:NI< L:S/ SK/IX/2002 Ten tan g Perubahan Atas Peraturan 
Mcntcri Kcschatan No. 9 1 R/Mcnkcs/ J>cr/X/1993 tcntang J>cc!ag<mg 
Bcsar Farmasi. 
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MEMUTUSKAN 

!Vkmbcrikan Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi kepada PT. 
PATMASAI{I FARMA, /\lamat .Jalan Sukabumi No. 30 Bandung, 
Nome)!' l'oko k Wajib Pajak (NPWP) 02.235.459.1-424.000 dcngan 
kctentuan scbagai bcrikut : 

I. Guclang tcmpat pcnyimpanan perbekalan kesehatan terletak di 
.Jalan Sukabumi No. 30 Bandung. 

2. 1-Iarus mL:matuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan 

penyaluran perbekalan farmasi sesuai standar pelayanan yang 
ditetapkan oleh Menteri. 

4. Ijin Usaha Pedagang Besar Farmasi berlaku untuk seterusnya 
selama perusahaan Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan 
masih aktif melakukan kegiatan usahanya dan berlaku untuk 
seluruh wilayah Republik Indonesia. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan 
bahwa akan diadakan peninjauan atau pcrubahan sebagaimana 
mestinya apabila terdapar kekurangan a tau kekeliruan dalam penetapan 
1111. 

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada : 
I. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta. 
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat eli Bandung. 
3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta. 


